partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat di Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap pengembangan sistem dan pengelolaan
persampahan regional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran ini
diwujudkan melalui berbagai instrumen pengawasan seperti rapat kerja
dengan pemerintah daerah, rapat dengar pendapat, peninjauan
lapangan, pembentukan panitia khusus, hingga penyerapan aspirasi
masyarakat melalui forum-forum publik maupun kanal aduan resmi
DPRD. Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
Provinsi DIY sampai saat ini belum menunjukan adanya pemanfaatan
instrumen hak seperti hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi
dengan pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan. Dengan demikian
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DIY masih bersifat
administratif dan belum sepenuhnya mencapai fungsi pengawasan yang
substantif dan solutif.

Efektivitas peran DPRD Provinsi DIY dalam pengawasan
pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dapat
dikatakan telah berjalan, namun belum optimal. DPRD Provinsi DIY

telah melaksanakan pengawasan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
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maupun evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun demikian,
pelaksanaan pengawasan tersebut masih bersifat parsial, karena lebih
berfokus pada aspek administratif dan pelaksanaan teknis kebijakan,
tanpa diikuti mekanisme pengawasan yang komprehensif,
berkelanjutan, dan menyeluruh terhadap seluruh proses kebijakan.
Selain itu, efektivitas pengawasan juga masih terhambat oleh beberapa
faktor, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas
kelembagaan, perbedaan prioritas anggaran antara DPRD Provinsi DIY
dan pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan. Kendala-kendala tersebut
menyebabkan rekomendasi DPRD Provinsi DIY tidak sepenuhnya
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD
Provinsi DIY telah berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan
melalui penguatan peran komisi terkait, peningkatan kapasitas anggota,

serta perluasan ruang partisipasi publik.

B. Saran

1.

Dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional di
Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan penguatan fungsi pengawasan
DPRD Provinsi DIY melalui pembentukan panitia khusus (pansus)
permanen di bidang persampahan dan lingkungan hidup. Keberadaan
pansus permanen ini bertujuan agar kegiatan pengawasan tidak bersifat
ad hoc, melainkan berlangsung secara berkesinambungan, konsisten,

dan terarah. Selain itu, DPRD Provinsi DIY juga perlu mengoptimalkan
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penggunaan hak-hak konstitusionalnya, seperti hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagai instrumen politik hukum
untuk menilai dan mengoreksi kebijakan pemerintah daerah di bidang
pengelolaan persampahan. Dengan demikian, fungsi pengawasan
DPRD tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi berperan
nyata sebagai sarana evaluasi dan penyelesaian permasalahan sampah
secara substantif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

. DPRD Provinsi DIY bersama Pemda DIY perlu melakukan evaluasi dan
revisi terhadap regulasi pengelolaan sampah yang berlaku, agar tercipta
sinkronisasi dan integrasi kebijakan antarperaturan dacrah serta antara
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain harmonisasi regulasi,
peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah daerah juga
harus diperkuat guna mengembangkan sistem pengelolaan persampahan
regional yang lebih efektif. Di samping itu, pemerintah daerah bersama
DPRD perlu menetapkan kebijakan yang lebih konkret dan partisipatif
untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah,
baik melalui program edukasi, pemberdayaan bank sampah, maupun
insentif bagi masyarakat yang menerapkan prinsip Reduce, Reuse,

Recycle (3R).
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